BUPATI ONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG
TATACARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa agar pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah
lebih efisien, efektif dan berdaya saing tinggi dengan
perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat,
maka perlu dilakukan beberapa perubahan ketentuan pada
pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang
Tatacara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai
perkembangan kebutuhan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020
tentang Tatacara Pemenfaatan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia,
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksaanaan Sewa
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 540);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
(Berita Daerah tahun 2020 Nomor 91) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 13 pasal 1 diubah, sehingga pasal 1
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
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10.

11.

12,

13.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Wonogiri.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Wonogiri.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola
Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
BMD.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan BMD.

Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uangtunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau
antara Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola
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Barang/Pengguna Barang.

14. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat
KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

15. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS
adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

16. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG
adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang disepakati.

17. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah
dan badan usaha untuk Kkegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

18. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Bupati, atau badan usaha milik
daerah  sebagai penyedia atau  penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

19. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh
penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu
objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka
pengelolaan BMD.

20. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Daerah
dan Penilai Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 58 diubah diantara ayat (1) dan ayat (2)
disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga pasal 58
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berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58

(1) Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian sewa
yang ditandatangani oleh penyewa dan:

a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada
Pengguna Barang

(la) Penandatanganan  perjanjian sewa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh:

a. Bupati kepada Pengelola Barang, untuk BMD yang
berada pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, untuk
BMD yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat:

a. dasar perjanjian;

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan
jangka waktu;

d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periode
sita sewa;

e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa,

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan
usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa,

g. hak dan kewajiban para pihak; dan

h. hal lain yang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan  perjanjian sewa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) dilakukan di
kertas bermaterai sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan
perjanjian sewa ditanggung penyewa.

3. Ketentuan ayat (2) pasal 59 diubah, sehingga pasal 59
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59

(1) Hasil sewa BMD merupakan penerimaan daerah dan
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(2)

(3)

(4)

seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum
Daerah.
Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara

tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD.
Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran
secara tunai kepada bendahara penerimaan atau
menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan
bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian

sewa.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 97 diubah dan Pasal 97 ditambah 1
(satu) ayat yakn iayat (7), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagail
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 97

KSP atas BMD dilaksanakan apabila tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau
perbaikan yang diperlukan terhadap BMD yang
dikerjasamakan.

Mitra KSP dipilih melalui tender, kecuali untuk BMD

yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan

langsung.

BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memiliki karakteristik:

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus
seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang,
instalasi listrik, dan bendungan/waduk;

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang
berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar
negara; atau

d. barang lain yang ditetapkan Bupati.

Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap
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badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang
diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara
sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang
mengatur mengenai tata cara penyertaan dan
penatausahaan modal negara pada badan usaha milik
Negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang
dan/atau wilayah Kkerja tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap
tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil
KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan
bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan
perbandingan nilai BMD yang dijadikan objek KSP dan
manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan
nilai investasi mitra dalam KSP.

(7) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan dari
Bupati.

S. Ketentuan pasal 99 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ayat (2)
dihapus, sehingga pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) KSP dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan /atau
Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari
Bupati.

(2) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMD meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
c. Swasta, kecuali perorangan.
6. Ketentuan huruf a ayat (1), ayat (2) Pasal 146 diubah,
sehingga Pasal 146 berbunyis ebagai berikut:
Pasal 146
{1) BGS/BSG BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan
bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi; dan
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas
tersebut.
Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil

pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas nama
Pemerintah Daerah.

Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola
Barang atau Pengguna Barang sampai dengan
penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.
Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan
BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan
penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

BGS/BSG BMD sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat

persetujuan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya

dalam Berita Daerah Kabupaten Wongiri.

Diundangkan di Wonogiri k
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Juli 2022
@BUPATI WONOGIRI, %
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